
 

BUPATI  SIDOARJO 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 31 TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2011 

TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan Menteri 

Dewan Pengawas diberikan kompensasi berupa tunjangan transport 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan 
Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum, bagi Dewan 
Pengawas dan Sekretaris; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan 
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Sidoarjo; 

 
Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto                     
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2730); Nomor  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 4575); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang     

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun 2002 tentang 

Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan 

Keuangan Unit Swadana Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 

tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, 

Badan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 

361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan 

Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009. 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN REMUNERASI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO. 
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Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Sidoarjo diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

 

(1) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut : 

a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 39 % (tiga puluh sembilan persen) dari gaji 

pemimpin BLUD; 

b. Anggota Dewan Pengawas : 

1. dari unsur tenaga ahli sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji pemimpin 

BLUD; 

2. dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah/ Pejabat SKPD yang berkaitan dengan 

kegiatan BLUD dan dari unsur pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari gaji pemimpin 

BLUD. 

c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 8 % (delapan persen) dari gaji pemimpin 

BLUD. 

(2) Selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan 

Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan tunjangan transport yang 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sidoarjo. 

Pasal  II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 
 

Ditetapkan  di   Sidoarjo  
pada   tanggal   31   Juli  2012 

 
     BUPATI  SIDOARJO, 

 
                  ttd 
 

                 H. SAIFUL ILAH  
Diundangkan di Sidoarjo 
pada  tanggal     31  Juli  2012 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 
 
                ttd 
 
VINO RUDY MUNTIAWAN 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR  31 
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SEKRETARIS DAERAH 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 19 
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